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•,, Peradilan Agama Ielah mengalami perubahan dalam hal perubahan 
paradigma hukum yang diterapkan di Indonesia dengan menerapkan konsep 
pemisahan kekuasaan, bukan pembagian kekuasaan. Status dan posisinya sebagai 
penyelenggara kekuasaan kehakiman, peradilan agama saat ini memiliki 
independensi karrma ia tidak lagi berada dibawah kekuasaan eksekutif. 
Kompetensinya juga sudah mengalami perubahan dengan dua kompetensi: ekonomi 
syari'ah, perundang-undangan keturunan dan adopsi,juga hisab dan rukyah. Akan 
tetapt~ hukum materiilnya sendiri tidak mengalami perubahan baik pada 
kompetensi yang lama maupun pada kompetensiyang baru. Karena tidak adanya 
perubahan materiil hukum, para hakim tidak hanya bertindak sebagai 
penyelenggara hukum tetapi juga sebagai penaftir hukum atas kitab-kitab hukum, 
law in mncretto, dan atau living law seperti dalam budqya hukum. Ini artinya 
bahwa para pencari keadilan akan merasakan keadilan yang murni. 

Abstract 

The Religious Court has .-hanged in the wqy of the law paradigm change 
applied in Indonesia f:y app!Jing the .-oncept of separation of power, not distribution of 
power. Its status and position as the administrator of judicial power, has the 
i11dependenry at the moment bet'ause it is not under the executive power any longer. Its 
t'Ompetem·e, has also changed with new t·ompetencies: syari'ah uonomj, the enactment 
of anmtry and adoption, and if hisab and ru9ah. But the material law is not 
,·hatiged in either old or new competenry . .Bemuse there is no .-hange in law material, 
the judges peiform not on!J as the law administrator but also as the law 
interpreter/ rechstvinding on law in book, law in foncretto, and/ or living law like in 
legal mlture. This is meant that justice seekers will feel the pure juJtia. 
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Pendahuluan 
Di Indonesia, gerakan refonnasi dimulai pada tahun 1998. Tujuan 

utamanya adalah membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru. 
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, refonnasi bidang hukum menjadi 
prioritas dan dilakukan secara bertahap menurut urutan prioritasnya, 
sebab tidak mungkin untuk melakukannya semua secara simultan, 
mengingat refonnasi .pada hakekatnya bukan revolusi. 1 Menurut Paulus 
Lotulung/ langkah awal yang harus dilakukan adalah perbaikan sistem 
melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang 
mendasari penegakan hukum. Dari sinilah titik tolak kebijakan dan 
politik penegakan hukum harus dilakukan. Salah satu reformasi hukum di 
bidang penegakan hukum yang signifikan adalah mengacu kepada 
Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Refonnasi 
Pembangunan dalam Rangka Menyelamatkan dan Nonnalisasi 
Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.3 Atas dasar ini, dilakukan 
pengkajian kembali mengenai fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. 

Tahap awal yang dilakukan adalah mengamandemen UUD 1945 
sebagai dasar utama bagi konstitusi Negara R.I . Secara prinsipil, 
amandemen merupakan sebuah keniscayaan. Mengingat, tidak mungkin 
melakukan refonnasi politik dan ekonorni tanpa melakukan refonnasi 
hukum. Refonnasi hukum pun tidak mungkin dilakukan tanpa 
melakukan perubahan konstitusi (t'onslilutiona/ reform). 4 Dalam pandangan 
Abraham Amos, proses amandemen konstitusi bukan sesuatu yang 
bersifat keramat (tabu), melainkan bertujuan untuk memperbaiki hal-hal 
substansial yang belum tennuat dalam konstitusi.5 Karena pada awal 
pembentukannya, UUD 1945 adalah konstitusi yang bersifat sementara. 
Soekarno menyebutnya sebagai UUD rcvoluticgrondwc/. 6 

Dalam kaitan tersebut, Peradilan Agama (selanjutnya disebut PA) 
sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman kemungkinan 
mendapat pengaruh reformasi. Karena itu, bagaimana sesungguhnya 
posisi P A sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sebelum dan sesudah 
refonnasi?. Segi dan aspek apa saja perubahan yang terjadi pada P A di era 
reformasi? lnilah di antara pennasalahan yang dibahas dalam tulisan ini. 

Refurmasi dan Reposisi Kekuasaan Kehakiman 
Refonnasi oleh Chuningham diartikan sebagai "membentuk, 

menyusun, dan mempersatukan kembali" .7 Bila dikaitkan dengan hukum, 
Thompson mengartikan refonnasi sebagai proses perubahan tatanan 
hukum (t·onstitusional reform).8 Di lndon~sia, secara faktual refonnasi 
diawali dengan melakukan amandemen UUD 1945.9 Dengan tujuan 
memberikan arah pembangunan hukum yang mampu memberikan 
perlindungan kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga terpenuhi hak 
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konstitusionalnya. Oleh karena itu, menurut Jimly, pembaharuan hukum 
dapat dikelompokan menurut bidang-bidang; politik dan pemerintahan, 
ekonorni dan dunia usaha, kesejahteraan dan budaya, serta penataan 
sistem dan aparatur hukum. 10 Namun, bidang-bidang yang menjadi target 
awal reformasi belum tercapai setelah 10 tahun reformasi berlalu. Hal ini 
paling tidak tercermin dari 67,6 % responden yang menyatakan bahwa, 
amandemen konstitusi belum terpenuhi,11 begitu pula penegakan 
supremasi hukum, menurut 77,4 % responden dinyatakan belum 
terpenuhi,t 2 keberhasilan reformasi baru sebatas pada kebebasan 
berpolitik (70,1 %) dan kebebasan berekspresi (71,5 %).13 

' 

Keberhasilan dalam aspek kebebasan berpolitik dan kebebasan 
berekspresi, menjadi keberhasilan demokrasi di masa reformasi. 
Keberhasilan ini sejalan dengan pernikiran Huntington " .. . ada hal lain 
yang pe~lu dilakukan oleh negara yang sedang berada dalam transisi 
demokrasi seperti Indonesia, yaitu menjaga stabilitas pemerintahan 
demokrasi".14 Tidak hanya itu, demokrasi juga ternyata menjadi jargon 
dan kendaraan politik reformasi. Willy Eichler menyatakan " ... esensi 
demokrasi adalah proses, karenanya ia merupakan sistem yang dinarnis 
ke arah yang lebih baik dan maju dibandingkan dengan sebelumnya." 15 

Robert A. Dahl menyebut demokrasi sebagai sarana, bukan tujuan. Yakni 
sarana imtuk mencapai persamaan (equali(y) politik yang mencakup riga 
hal, yakni kebebasan manusia, perlindungan terhadap nilai (harkat dan 
martabat) kemanusiaan, dan perkembangan diri manusia. 16 

Demokrasi di era reformasi akan terus menuju pada proses 
perubahan. Hal ini berbanding lurus dengan era reformasi yang juga 
dimaknai sebagai masa penuh perubahan, dalam istilah lain juga sering 
dimaknai sebagai mas a/ demokrasi transisi. Pada mas a transisi inilah, 
upaya perubahan konstitusi biasanya dilakukan. Meskipun pembuatan 
konstitusi di masa transisi adalah satu tugas yang tak gampang, sebuah 
negara biasanya tak punya pilihan selain melakukannya. Per Strand 
berpendapat bahwa "transisi-transisi ke demokrasi pasti melibatkan satu 
elemen berupa reformasi konstitusi". 17 Elester memandang bahwa, 
" ... sering kali konstitusi ditulis dalam situasi krisis". 18 Begitu juga, Bagnor 
menunjukan bahwa " ... satu masa yang sulit dan penuh gejolak adalah 
sebuah golden moment untuk melakukan reformasi konstitusi" .19 

Kondisi inilah yang terjadi pada tahun 1999 ketika awal dilakukan 
reformasi konstitusi di Indonesia. Tidak hanya itu, Thailand yang pernah 
mengalarni transisi politik yang sulit, justeru berhasil mereformasi 
konstitusinya. Bahkan, Thailand merancang dan meratifikasi konstitusi 
rakyatnya pada tahun 1997 di tengah situasi krisis ekonorni yang sangat 
mirip dialarni Indonesia di akhir 1990-an.20 Reformasi konstitusi di 
Indonesia, meskipun dilakukan dalam suasana transisi, namun tetap 
dilakukan pada koridor yang konstitusional. Wheare menyebutnya 
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dengan istilah amandemen "formal" bukan amandemen "informal".21 

Amandemen formal, dilakukan menurut mekanisme perubahan yang 
diatur dalam konstitusi, sedangkan yang tidak formal dilakukan melalui 
praktek konvensi atau interpretasi peradilan konstitusi?2 Meskipun 
demikian, menurut Friedrich bahwa sekalipun informal amandemen bisa 
saja menghasilkan perubahan penting.23 

Reformasi konstitusi di Indonesia, diawali dengan 
mengamandemen UUD 1945 pada tahun 1999. Kemudian perubahan 
bertahap dilakukan pada sidang MPR hingga perubahan keempat tahun 
2002.2~ Perubahan tersebut, tidak }:lanya terbatas pada UUD 1945, akan 
tetapi perubahan Undang-undang lainnya,25 termasuk _peraturan 
pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan di 
lingkWlgan lembaga tinggi negara dan lainnya.26 Mengingat perubahan 
tersebut. dilakukan pada masa reformasi/ transisi, maka produk 
hukumnya pun menurut Gani Abdullah disebut produk transisional/7 

yakni untuk menjembatani dari keadaan semula menuju keadaan yang 
diubah oleh produk legislasi. Beberapa produk peraturan perundang­
undangan yang turut dirubah adalah tentang kekuasaan kehakiman28 dan 
badan-badan pelaksananya; yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah 
Konstitusi, Komisi Yudisial, Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dengan adanya UU 
ini, maka kekuasaan kehakiman mencapai puncak supremasinya. · 

P A, sebagai salah sa tu pelaksana kekuasaan kehakiman, 29 tidak 
luput dari skema besar reformasi konstitusi. Berawal dari gagasan 
penyatuatapan badan peradilan di bawah MA, peraturan perundangan 
terkait mulai diupayakan untuk dirubah. Hal penting yang dilakukan 
adalah perubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mengingat, UU tersebut meskipun pada 
tataran tertentu sudah memberikan supremasi bagi kekuasaan 
kehakiman, namun bagi P A bel urn sepenuhnya berada pad a supreme tif 
t"OUrt. 

Dari hasil perubahan tersebut lahirlah UU No. 35 Tahun 1999.30 

Paradigma lembaga peradilan yang dibangun adalah peradilan satu atap 
(one rotif .rystem).31 Karena itu, perubahan fundamentalnya merubah Pasal 
11 yang melahirkan dualisme kekuasaan kehakiman,32 sehingga 
men~akibatkan ketidakjelasan pembinaan di kalangan profesi hakim.3~ 
Paradigma atap tunggal (one rotif sistem) yang diwujudkan dalam UU No. 
35 Tahun 1999, selain menghilangkan dualisme, juga dalam rangka 
menciptakan independensi kekuasaan kehakiman yang terbebas dari 
intervensi pihak ekstra yustisial. Mengingat, Kekuasaan kehakiman 
meskipun memiliki kekuasaan (power), namun, menurut Tocqueville, 
kekuasaannya tidak sebesar pada kekuasaan legislatif dan eksekutie4 

Karena itu, independensi ini penting, karena dalam pandangan Becker, 
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sering terjadi persinggungan antara proses peradilan dengan politik, baik 
pada skala makro maupun mikro.35 

Kebijakan untuk menjadikan peradilan yang independen, 
dilanjutkan dengan disusunnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 36 UU ini selain meneguhkan dan menegaskan 
kembali paradigma peradilan satu atap, juga sudah melengkapi organ 
pelaksana kekuasaan kehakiman, selain MA dan badan-badan 
peradilannya, juga Mahkamah Konstitusi.37 

Status dan Kedudukan: Menguatkan Posisi P A 
Bagi umat Islam Indonesia, eksistensi P A tidak bisa dipisahkan, 

karena ia merupakan t·onditio sine quanon. 38 Meski demikian, sejak mas a 
penjajahan sampai awal kemerdekaan, P A mengalami dinamika yang 
cukup pelik serta mengarah pada pasang dan surut; status dan 
kedudukan,39 maupun kewenangannya. Walau tidak dihapuskan, akan 
tetapi lingkup yurisdiksinya dibatasi pada perkara keperdataan tertentu. 
Kenyataan ini tidak bisa dipisahkan dari kemauan politik (po/itit"al will) 
penguasa pada masanya. 40 Hal ini terlihat pada kebijakan yang diambil 
penguasa tersebut. 

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, P A belum berada pad a 
status mandiri dan independen. Meskipun pada tahun 1948 muncul UU 
No. 19 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan 
dan Kekuasaan· MA dan Kejaksaan Agung. Namun, menurut Satjipto, 
perubahan UU tersebut masih bersifat euro-sentris yakni berkiblat ke 
Belanda. Hal ini terlihat dari bentuk peradilan dan perangkatnya dan 
hukum acara serta hukum materiilnya masih menggunakan hukum 
Belanda.41 

Bahkan, status dan kedudukan PA dalam UU No. 19 Tahun 1948 
tidak diakui sebagai peradilan yang sah di Indonesia.42 Ini terlihat dari 
macam-macam peradilan yang diakui UU tersebut, yakni; hanya 
Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan 

. 43 
Ketentaraan. Sedangkan perkara menyangkut orang-orang Islam, 
diputuskan di Pengadilan Negeri.44 Karena mendapatkan protes umat 
Islam Indonesia, UU tersebut mati sebelum diberlakukan.45 Mengingat 
UU tersebut tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat muslim 
Indonesia, sebagai entitas yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat 
Indonesia secara keseluruhan. 

Selain itu, pada masa Orde Lama badan peradilan belum 
mengarah pada bentuk yang ideal, yakni mandiri dan independen, 
terbebas dari intervensi kekuatan politik serta ekstra yudisiallainnya. Ini 
terlihat misalnya, pelanggaran oleh Soekarno selaku Presiden terhadap 
kekuasaan kehakiman, ketika lahirnya UU No. 19 Tahun 1964 tentang 
Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.46 Dalam salah satu Pasalnya 
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dinyatakan "presiden .berhak ikut. campur. dan intervensi terhadap . 
p~t:usan pengadilan". Bahkan dalam . penjelasannya ditegaskan . bahwa, 
"p'erigadilan adaiah tidak be bas dari pengaruh · kekuasaan eksekutif dan 
kekuasaan pembentuk undang-undang". 47 

Secara teontls, kenyataan terse but bertentangan · dengan 
independensi·dan kemandirian lembaga peradilan. Padahal, independensi 
dan kemandirian lembaga peradilan, menjadi .pra-syarat bagi law 

. e'!forcemenf8 dalam sebuh negara hukum seperti Indonesia~49 Karena erat 
keterkaitannya antara independensi dan kemandirian lembaga peradilan 
dengan paradigma riegara hukum modern yang demokratis.50 Dalain 
teorinya, A.V. Dicey mengemukakan, ciri .. negara hukum selain law 
e'!forcement adalah adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the 

·law),,: dari s'emua golongan kepada · ordinary law of the land yang 
dilaksanakan oleh ordinary t·ourt; ini berarti bahwa tidak ada orang yang 

· berada . di atas hukum, baik pejabat maupun \Varga negara biasa 
berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.51 

Namun, jika dilihat dari kroriologi. pembentukan UUD 1945, 
tidak diarahkan unttik memisahkan antara eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif (separation of power;sz sepcrti ditcgaskan oleh Socpomo ketika 

. · sidang BPUPKJ bahwa, " ... prinsip yang dianut dalam UUD yang sedang 
disusun tidak 'ciidasarkan atas ajaran Trias Politika :tvfontesquieu (.reparation 
qfpoJJJer),51 melainkan menganut pembagian kekuasaan (di11iJion (!f'power) 54 

dalam arti; fungsi pokoknya saja yang dibedakan serta diserahkan kcpada 
badim berbeda (distind ha11d.r).55 

.. 

Titik awal pembaharuan PA baru dimulai sejak ditetapkan UU 
No. 14 Tahun 1970.56

• Namun masih .jauh dari yang diharapkan . 
. Terutama independensinya, mengingat UU No. 14 Tahun 1970 masih 
· menganut sistem double roof sistem57 dua .·a tap. · Seperti ditegaskan pad a 

Pasal 11 ayat (1). Masuknya pihak eksekutif dalam kekuasaan kehakiman 
disinyalir · sebagai salah satU sebab mengapa .kekuasaan kehakiman di 
negeri ini tidak independen. 5~ Dengan demikian, sampai mas a· Orde Baru 

· tetap saja PA, dari segi status dan. kedudukan, belum bisa dikatakan 
' peradilan yang independen, mandiri, dan kokoh. Karena. itu untuk 

·· memperbaikinya, Presiden.RI menyampaikan RUU PA.kepada DPR.59 

Setelah melalui perdebatan yang: cukup panjang; akhirnya ·.·RUU PA 
tersebutdisahkan·menjadi UU No.7Tahun 1989Tentang PA.60 Setelah 
.disahkan, PA memiliki UU yang jauh lebih maju·dari ketentuari UU yang 
ada sebelumnya.' Namu~; dari aspek keduduka~ dan status; ia belum 

. · bebas dari intervensi dari kekuatan politik di eksekutif. · 
Intervensi terhadap lembaga peradilan, meimrut L Becker tidak 

bisa dihindarkan,: . mengingat sering terjadi .· persinggungan antara 
peradilan ' dengan politik. dalam proses peradilan, · di. mana peradilan 

. kadang 'dipengaruhi . oleh kelompok kepentingan> yang mempunyai 
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kepentingan, termasuk juga orang perorangan.61 Dalam · konteks ini, 
pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan bisa 
mengurangi intervensi tersebut. Karena itu, menurut Montesquieu ketiga 
fungsi tersebut harus terpisah, baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat 
perlengkapan (organ) penyelenggaranya.62 

Melihat kenyataan tersebut, nampaknya sulit jika separation of 
power benar-benar diterapkan secara ketat. Akan tetapi, jika prinsip 
tersebut diabaikan, maka tujuan luhur dari negara hukum yang 
demokratis seperti diungkapkan M. Scheltema, sulit akan tercapai. 63 

Karena itu, dalam konteks sejarah perjalanan kelembagaan negara 
Indonesia, P A tetap dituntut agar bersifat independen dan tidak 
memihak. Mengingat, impartiality (ketidakberpihakan) menurut Herbert 
Yacob, merupakan salah satu indikator dari independensi lembaga 
peradila~ bersama dengan political insularity (keterputusan relasi dengan 
para aktor politik).64 

Sebagai institusi penegak hukum, PA harus kuat . status dan 
kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para 
pencari keadilan. Karenanya, yang lebih diutamakan dari reformsi P A, 
sesungguhnya adalah menyangkut status dan kedudukannya sebagai salah 
satu pelaksana dari struktur kekuasaan kehakiman. Friedman dalam teori 
three elements law system,65 menyatakan bahwa, efektif atau tidaknya 
penegakan hukum salah satunya ditentukan oleh kuat tidaknya struktur 
hukum (legal structure), yakni pengadilan. Menurutnya, struktur adalah 
bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme.66 

Struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.67 Dengan 
demikian, Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari struktur 
hukum akan memberikan pengaruh terhadap kuat tidaknya struktur 
pelaksana hukum di Indonesia. 

Bila dilihat dari aspek struktur, PA sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman di era reformasi status dan kedudukannya sudah kuat. 
Sehingga, tidak akan ada perdebatanlagi mengenai kehadirannya dalam 
sis tern kekuasaan kehakiman Indonesia. P A adalah pranata 
konstitusional. Menjalanka.n P A menjadi tanggungjawab dan kewajiban 
konstitusional. Karena itu, penghapusannya hanya mungkin kalau ada 
perubahan UUD. Dan ini merupakan sesuatu yang sulit dibayangkan 
akad terjadi: 

Inilah perubahan signifikan yang terjadi pada P A di era reformasi. 
Eksistensinya; status sudah sangat kuat secara konstitusional, 
kedudukannya sudah sama dengan badan-badan peradilan lainnya. 
Sehingga, independensi dan kemandirian institusionalnya bisa meningkat, 
termasuk juga kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan. 
Kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan, bisa dibuktikan salah satu 
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indikatornya adalah tingkat kepuasan (consumer satiifaction) 
pengguna/masyarakat terhadap PA. 

Dalam laporan hasil survey nasional yang dilakukan oleh MA dan 
AusAID tahun 2008,68 terdapat tingkat kepuasan yang tinggi pada 
pengguna jasa Pengadilan Agama, dengan lebih dari 80 % pemohon 
menyatakan mereka bersedia untuk menggunakan kembali Pengadilan 
Agama, jika mengalami masalah hukum yang sama.69 Termasuk proses 
persidangan, umumnya menyatakan puas. Ini dibuktikan dengan 
pernyataan responden; 63,3 % menyatakan proses persidangan tidak 
menimbulkan keresahan, 64,4 % menyatakan tidak terlalu banyak 
penundaan, perkara diperiksa secara cepat dan efisien dan memperoleh 
akses kepada dokumen-dokumen yang relevan (74 dan 71,6 %). 
Tingginya angka tingkat kepuasan terhadap proses persidangan tersebut, 
juga dikuatkan oleh pemyataan responden bahwa;· pengadilan telah 
bersikap adil dan transparan (81,1 %); pengadilan menangani perkara 
dengan adil (79,1 %); dan sifat acara persidangan dapat dimengerti (75 
%).70 

Dengan demikian, tingkat kepuasan masyarakat terhadap P A, 
tidak hanya dalam soal pelayanan administrasi, tetapi juga dalam hal 
jalannya/proses persidangan, serta masyarakat pencari keadilan 
mendapatkan rasa keadilan atas putusan hakim tersebut. Putusan hakim 
yang adil menurut Jeremy Bentham, ada korelasinya yang kuat dengan 
proses persidangan dan nilai-nilai yang terkait dengan proses hukum. 
Oleh karena itu, proses persidangan harus menghasilkan putusan yang 
akurat sebagai tanda dipergunakannya nilai-nilai hukum sebagai dasar 
putusan.71 

Selain itu, tingkat kepuasan pencari keadilim terhadap putusan 
Pengadilan Agama juga terlihat dari data perkara yang masuk ke 
Pengadilan Agama. Pada tahun 2007, dari 201.438 perkara yang diputus 
oleh hakim di Pengadilan Agama tingkat pertama, hanya 1.650 perkara 
yang diajukan ke Pengadilan Agama tingkat banding atau 6,87 %. 
Sedangkan untuk perkara yang diputus di tingkat banding sebanyak 1.682 
perkara dan yang kasasi hanya 491 perkara. Ini berarti hanya 29,1 % 
masyarakat yang merasa tidak puas atas putusan hakim tinggi Pengadilan 
Agama, sehingga mereka mengajukan perkara tersebut ke tingkat kasasi.72 

! Kecilnya prosentase -rata-rata hanya 18%- masyarakat yang 
.mengajukan ke pengadilan di tingkat atasnya, menunjukkan bahwa 
tingkat kepuasan masyarakat sangat tinggi (82 %). Karena itu, Pengadilan 
Agama sebagai bagian dari legal structure harus benar-benar kuat, mandiri, 
independen, dan kredibel, sehingga salah satu elemen dalam sistem 
hukum akan berfungsi dengan baik. Selain itu, berdasarkan hasil survey 
The Asia Foundation pada tahun 200573 PA menjadi satu-satunya 
institusi penegak hukum yang memiliki performance paling baik, dengan 
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angka kepuasan palayanan mencapai nilai 80, Peradilan Umutri hanya 70, 
TNI 74, dan polisi hanya 59.74 Bahkan dalam aspek "persep_si .publik · 
terhadap :bermacam-macam institusi", _PA adalah institusi yang nilai 
trustwortf?y dan does its job we/1-nya paling tinggiP · 

. Data· terse but menunjukan · bahwa· PA di · mata masyar~kat · 
menjadi .salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang. terpercaya. 
Bukan saja karena pelayanan administrasinya, akan tetapi juga proses 
persidangan dan hasil putusan yang dibuat bleh hakimdapat memberi~an . 
rasa· keadilan masyarakat. Berkaitan dengan in, Colligan menyatakan 
bahwa,.lahirnya putusan yang akurat memperlihatkan dipergunakannya 
nilai-nilai sebagai dasar dari putusan dan keluarnya putusan yang akurat 

_.terse but juga terkait dengan dipakainya • hukum. pembuktian selama . 
proses pemeriksan perkara di pengadilan.76 Kar~nanya, tidak berlebih~m 
ji,ka dinyatakan bahwa, pada masa reformasi-. pasca disatuatapkari' di· 

· bawah MA-PA semakin mandiri dan in depend en. · · 

· · Kewenangan: Optimalisasi Peran dan Fungsi ·· · 
· · · . · · · Bagi P A, kewenangan (absolute competence) dan . wilayah · yurisdiksi 
pengadilan (relative competence) merupakan bagian yang ·; tak dapat 
dipisahkan. A.V. Dicey menyatakan, pembatasan pada dua kompetensi 

· , tersebut, meski tujuannya untuk kepentingan perlindungan · hak-hak 
. pencari keadilan, justeru membuat lembaga peradilan -tidak memiliki 
posisi independen yang sempurna.77 Meskipun demikian, , dalam 
sejarahnya .. justeru kompetensi inilah yang menjadi · penentu bagi 
. eksis tensi badan peradilan termasuk P A. · · . 

. .. Kompetensi juga sangat erat kaitannya dengan • pel~ksanaan 
hukum .• Islam di Indonesia. Sudah sejak . -. sebelum kerrierdekaan 
sesungguhnya hukum Islam telah berlaku dUndonesia,• menjadi h~kum 
yang -hidup di masyarakat. Artinya, ketika hukum Islam .dilaksanakan, • 

: .maka segala persoalannya juga ditangani dan· menjadi kompetensi P A. 
Akan tetapi, sejak munculnya teori receptie Christian SnouckHurgroriye/~ 
kewenangan PA dibatasi, tidak lagi menangani masalah waris .karena 

. , dianggap belum menjadi hukum adat.79 Atas. dasar keterpengaruhan dari 
teori. ini, kompetensi PA hanya seputar perceraian, .nafkah, talaq, dan. 

• so .· ... ' . ' 
rll)Uk. . . , . ' . 

: Kewenangan PA di Indonesia, sesungguhnya sangatterkait'erat 
'· dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia menjadi sui generisnya. 
-~-Namun, karena Indonesia bukan negara Islam, makakewenangati PA 

tidakmenyangkut seluruh persoalan umatlslam,.melainkan hanya.tei:kait 
.• dengan persoalan hukum kcluarga (abwa/ al-syakbsfyab) ditambah sedikit 
, persoalan muamalah. Kenyataan terse but tidak bisa dipisahkan .. dari ' 

. · persoalan politik penguasa, meskipun kewenangan relatif lebih ajeg dari 
pada status dan kedudukan yang sering mengalami pasang dan surut.81 
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Pada tahun 1957, PA terbentuk di beberapa daerah; Aceh, 
Kalimantan Selatan, dan sebagian Kalimantan Timur. Kewenangannya 
mencakup masalah perkawin~n, waris, waqaf, hibah, shadaqah, dan 
bahkan baitul mal.82 Eksistensi PA mendapat momentum kuat secara 
konscitusional kecika disahkannya UU No. 14 Tahun 1970. Dalam UU 
ini, P A secara eksplisit diakui sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 
kehakiman di Indonesia. Akan tetapi, cidak ada perubahan yurisdiksi.83 

Karena itu, P A adalah peradilan nikah, talak, dan rujuk. Perubahan 
yurisdiksi mulai nampak pada UU No. 1 Tahun 1974, yang melipuci 
perceraian, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul 
anak, dan izin menikah.84 

Tidak sebatas itu, kewenangan P A juga bertambah kecika keluar 
Pera~;Uran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
Milik, terutama Pasal 12.85 Bahkan, pada tahun 1989, kewenangan PA 
juga mendapatkan perluasa:n, cidak lagi sebatas masalah perkawinan, 
namun juga masalah kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, . clan shadaqah.86 

Ketentuan tersebut dinyatakan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang P A. 
Kemunculan UU ini cidak saja memberikan keleluasaan kewenangan, 
akan tetapi juga telah memberikan kemandirian kepada Pengadilan 
Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena, telah 
mempunyai hukum acara sendiri, dapat melaksanakan keputusannya 
sendiri, mempunyai jurusita sendiri, serta mempunyai struktur dan 
perangkat yang kuat berdasarkan UU .87 

Mencermaci perjalanan kewenangan PA dari sebelum 
kemerdekaan sampai sebelum reformasi, temyata pasang surut cidak bisa 
dilepaskan dati dinamika politik yang terjadi. Namun, kewenangannya 
tetap, meskipun ada upaya penghapusan PA sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman. Bahkan, perkembangannya menunjukkan peningkatan yang 
cukup signiflkan dalam konteks pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. 
Temyata, perkembangan ini cidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial 
hukum masyarakat muslim, seperti teori pemberlakuan hukum Islam 
H.A.R. Gibb.88 

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tidak saja yang berlaku 
secara yuridis formal, yakni menjadi hukum posicif berdasarkan atau 
karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan (hukum positif),89 

namhn juga berlaku secara normacif.90 Keduanya telah menjadi hukum 
yang hidup (living law) di masyarakat, karena hukum Islam merupakan 
encitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, dan 
dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah ia telah menjadi bagian 
tradisi (adat) masyarakat yang terkadang dianggap sakral.91 Karenanya, 
secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir 
dan berurat berakar pada budaya masyarakat. Salah satu faktomya adalah 
karena fleksibilitas dan elascisitasnya. Artinya, kendacipun hukum Islam 
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tergolong hukum yang otonom akan tetapi dalam tataran 
implementasinya ia sangat aplit'able dan at't'eptable dengan berbagai jenis 
budaya lokal. Karena itu, bisa dipahami bila dalam sejarahnya di 
Indonesia ia menjadi kekuatan moral masyarakat (moral force of people) yang. 
mampu vis a vis hukum positif negara, bai~ tertulis maupun tidak 
tertulis.92 

Pada rnasa reformasi, perubahan signifikan menyangkut 
kewenangan PA, secara konstitusional diperolah melalui UU No. 3 
Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. UU ini 
bersifat diagnostik93 atau dalam istilah lain UU organik akibat adanya UU 
No. 4 Tahun 2004. Pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 menegaskan, "PA 
adalah salah satu pelaku kekuasaaan . kehakiman bagi rakyat pencari 
keadi.\an yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. " Dengan 
penegasan kewenangan ini, dimungkinkan menyelesaikan perkara 
kaitannya dengan persoalan pidana.94 Selain itu, supreme of t'ompetent'e PA 
diperolehnya kewenangan baru dibidang ekonomi syariah sebagaimana 
dinyatakan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yakni; perkawinan, waris, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah. 
Dengan demikian, titik penambahan kewenangan baru95 tersebut adalah; 
zakat, infaq, dan ekonomi syari'ah. 

Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan 
hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat 
muslim, sebagaimana dinyatakan Eugien Ehrlich bahwa " . . . hukum yang 
baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di 
masyarakat" .96 Ia juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan 
efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, 
dalam antropologi dikenal pola-pola kebudayaan (mlture pattern).97 

Atas dasar ini pula, DPR menambah kewenangan dalam bidang 
ekonomi syariah kepada P A. Karena itu, perluasan kewenangan P A 
dalam bidang ekonomi syariah adalah sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan hukum masyarakat. David N. Schiff menyatakan " .. . hukum 
dan peraturan saling interelasi, terutama terlihat jelas dari adanya 
perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan sangat cepat, sehingga 
kepentingan individu dalam masyarakat harus diakomodasi dalam aturan­
aturan hukum."98 Ia juga menyatakaq bahwa " .. . ada hubungan antara 
berb!gai pola perilaku yang menjelma ke dalam bentuk hukum dengan 
perilaku nyata dari individu".99 

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak 
mengherankan jika pada era reformasi ini, P A mengalami perluasan 
kewenangan, mengingat " ... harus ada kesinambungan yang simetris 
antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak 
ada gap antara persoalan (problem) dengan cara dan tempat 
penyelesaiannya (solvin~." 1 00 Dalam arti, perkembarigan masyarakat yang 
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meniscayakan munculnya pennasalahan bisa diselesaikan melalui jalur 
hukum (/ega~, tidak dengan cara sendiri (illega~. Kecuali itu, perluasan 
kewenangan, juga sesuai dengan teori three elements law rystem Friedman, 
terutama tentang legal substance. Friedman menyatakan; legal substance 
adalah aturan, norma, d;m pola perilaku nyata manusia yang berada 
dalam sebuah sistem. 101 Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, 
mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. 
Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya 
aturan yang ada dalam ~tab undang-undang a tau law in books. 102 

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka adanya perluasan 
beberapa kewenangan PA merupakan sebuah keniscayaan, mengingat 
semua yang menjadi wewenang P A, baik menyangkut ten tang 
perk~winan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari'ah, 
kesemu~nya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat 
muslim. Dengan kata lain, hukum Islam yang menjadi kewenangan PA 
selama ini, telah menjadi living law, hukum yang hidup dan diamalkan 
oleh masyarakat. Seperti ungkapan Cicero; " . . . tiada masyarakat tanpa 
hukum dan tiada hukum tanpa masyarakat, hukum diadakan oleh 
masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka".103 

Bahkan semestinya, kewenangan P A tidak hanya terbatas pada 
persoalan-persoalan tersebut, tetapi juga menyangkut persoalan hukum 
Islam lainnya yang selama ini telah dipraktekan oleh masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. Sepanjang hukum Islam itu hidup dan dipraktekan 
oleh masyarakat, sepanjang itu pula seharusnya kewenangan yang dimiliki 
oleh P A. Mengingat, keberadaan PA sebagai sebuah legal structure, 
berbanding lurus dengan kewenangannya sebagai legal substam·e. Sehingga, 
jika legal structurenya kuat tetapi legal substance nya tidak kuat, maka ibarat 
sebuah bangunan hampa yang tidak ada isinya. 104 

. Namun demikian, beberapa kewenangan yang selama ini 
diem ban oleh P A, ternyata dimiliki bukan hasil dari sebuah perencanaan 
strategis dari para pengelola atau pihak yang berwenang (qy desaign), 105 

akan tetapi lebih karena persoalan tersebut secara sosiologis telah 
dipraktekkan oleh masyarakat. Hal ini seperti yang dijadikan alasan oleh 
anggota DPR ketika mengesahkan kewenangan ekonomi syariah dalam 
UU No.3 Tahun 2006, dimana pertimbangan utamanya adalah " .. . bahwa 
ekodomi syariah adalah bidang perdata yang secara sosiologis merupakan 
kebutuhan umat Islam". 

Hukum Materiil: Meneguhkan Kembali KHI 
Sebelum Indonesia merdeka, telah muncul hukum materiil 

menyangkut Perdata Islam yakni; (Civiele Wellen der MohammeddaanSl'he) 
dan telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif melalui 
Resolutie der Indische Regeering (VOC) tanggal 25 Mei 1760,1116 dikenal 
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dengan Compendium Freijer. 107 Compendium ini merupakan hukum materiil_ 
. dalambentuk legislasi hukum Islam pertama di Indonesia.108 Kecuali itu, 
kitab undang-undang yang memuat a tau mengadopsi hukum . Islam 
adalah Papakem Cirebon109 dan Compendium der Voornamste]avaanche Wetten 
Naukeurig Getrokken Uit Het Hohammedaanche Wetboek Mogharrer yang lebih 
terkenal dengan Compendium Moghareer mengingat materinya diainbil dari 
kitab ai-Muhatrarkarya Imam Rafi'i.110 

• · • 

· · Pada masa kemerdekaan, hukum materiil yang muncul · adalah 
, UU No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pera~an'Peinerititah 

. ,No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik .yang merupakan 
kelanjutan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok~Pokok Agraria. 
Namun, sampai saat ini, P A belum mempunyai UU "yang khusus 
mengatur hukum materiil secara lengkap. 111 Karena itu, P A, meskipun 
sudah qanyak mengalami perubahan akan tetapi tidak menyentuh dan 
dibarengi dengan perubahan hukum materiil. Oleh karena itu, untuk 
menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluaiga/Perdata Islam (fami!J 
law), hukum materiil yang dipergunakan masih berserakan pada beberapa 
ketentuan peraturan perundang-undangan, · Peraturan Pemerintah~ 

Instruksi Presiden, bahkan pada kitab fiqh. Hal ini tidak menguntungkan, 
sebab akan terjadi ketidak pastian hukum.112 Adapt!n hukum materiil 

• tentang sengketa perkawinan didasarkan pada ketentuan UU No. -1 · 
'Tahun 1974113 dan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukumlslam (KHI). · 

Meskipun KHI pada praktiknya dipakai sebagru pedomim. dalam 
· menerima, memeriksa, dan memutus sengketa an tara umat Isla11_1, akan 
· tetapi karena landasan pemberlakuannya hanya berdasarkan Inpres ·'dan 
sifatnya hanya sebagai kompilasi114 maka sesungguhnya, secara yUridis 

: kekuatan hukum berlakunya lemah. Hal ini paling tidak disebabkah oleh 
dua hal; Pertama, dasar pemberlakuan KHI hanya Instruksi~ Pn!siden. 
Sebagai it:lstrumen hukum, Inpres tidak masuk. dalam tata·· aturan 
perundang-undangan115 yang ditetapkan dalam MPRS No .. 
X...:'C/MPRS/1966, ketetapan MPR masa reformasi; TAP MPR No: 
I/MPR/2003,116 atau ketetapan MPR sebelumnya, yakni TAP MPR. No. ·· 
III/MPR/2000, termasuk juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 

. tentang Tata Urut Peraturan Perundang~Undangan. 117 Baik ketetapan 
MP~ maupun UU tersebut,118 merupakan dasar hukum atas tata atuian 

. perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum. positi~ secara 
tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat setiap warga 
negara. Sedangkan Inpres adalah instrumen hukumyang absahdilakukan 
Presiden dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada · 

· pihak yang diperintah. . · 
Natabaya menyatakan " ... mengenai Instruksi Menteri,•·bukanlah · 
jenis peraturan perundang-undangan karena insrruksi. hanya •.· 
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mengikat secara intern suatu organisasi (baik pemerintah/negara 
maupun nonpemerintah) kalau toh mengikat keluar sebatas pada 
orang atau instansi yang diberi instruksi tersebut. Dengan 
dernikian maka, Instruksi Menteri dan Instruksi Presiden tidak 

kdl . . d da " 119 termasu a am Jerus peraturan perun ang-un ngan . 
Kedua, KHI bila dilihat dari pemberlakuannya, ia bersifat 

fakultatif tidak bersifat imperatif. Hukum imperatif adalah hukum yang 
memaksa, yakni kaidah-kaidah hukum yang secara a priori harus ditaati. 120 

Ia mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengikat secara mutlak. 121 

Sedangkan huktim fakultatif tidaklah secara a priori harus ditaati atau 
tidak a priori untuk dipatuhi, melainkan sekedar melengkapi, subsidair 
atau dispositif. 122 Dalam hukum fakultatif masih terdapat ruang pilihan 
un~k melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak melakukannya. 123 

Ata~ dalam istilah lain hukum fakultatif adalah hukum yang tidak harus 
mengikat atau dapat dipilih. 124 Karena itu, dalam hukum fakultatif masih 
ada ruang pilihan untuk melakukan yang lain ataupun sama sekali tidak 
melakukannya. 

Terlepas dari sifat dan karakter kefakultatifannya, yang jelas KHI 
adalah hukum transisi untuk menuju pada kekuatan hukum positif 
tertulis seperti dalam tata aturan perundang-undangan yang bersumber 
dari fiqh. Abdul Manan menyatakan bahwa " .. . menjadikan nilai-nilai 
fiqh dalam bentuk perundang-undangan sebagai hukum positif 
merupakan konsekuensi negara Indonesia mengikuti sistem hukum 
Romawi (Romawi law system), mengingat peraturan perundang-undangan 
yang telah dijadikan hukum positif oleh negara merupakan sumber 
hukum yang kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara" .125 Dengan 
demikian, hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan ini, jika hakim 
menganggap dalam peraturan hukum tidak jelas, diharuskan untuk 
melakukan penafsiran (verstehen) terhadap pasal yang berbeda untuk -
menurut Gani Abdullah-menemukan hukum (ruhtssvinding lawY 26 Jika 
ada kasus yang dihadapi belum ada hukumnya, ia wajib menciptakan 
(mhtsscheppiniJ hukum baru dengan ijtihad127 dan mengambil preseden 
hukum yang hidup di masyarakat (li1Jing law). 

Meskipun KHI secara yuridis formallemah, akan tetapi masyarakat 
pencari keadilan tidak begitu mempermasalahkannya. Dengan demikian, 
dash berlaku dan diterimanya KHI oleh masyarakat, lebih didasarkan 
pada kondisi bahwa KHI (fiqh Indonesia) merupakan hukum yang hidup 
(living ·law),m yaitu sebuah hukum yang dipatuhi oleh masyarakat karena 
memang sesuai dengan kondisi masyarakat dan kesadaran hukum 
masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Eugien Ehrlich di atas bahwa,129 

" .. . hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 
hidup di masyarakat, hukum positif hanya akan efektif apabila searah 
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dengan hukum yang hidup dalam masyarakat", dalam istilah antropologi 
· dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (culture pattern).130

. . • . . · 

Di samping itu, keberlakuan hukum yang hidup · di masyarakat 
(living law) jauh lebih kuat dari keb.erlakuan · hukum positif (zrntten .. law). 

·!<arena itu, dalam konteks penyusunan norma-norma hukum yang- akan 
dijadikan sebagai bahan untuk menyusun ius tvnstituendum131

, -Ehrlich 
menganjurkan agar memperharikan kenyataan yang hidup di m~syarakat. 
, Kenyataan~kcnyataan tersebut dinamakan living law c).an just. law . . Ia: juga . 
·merigatakan bahwa, hukum positif yang baik adalah hukum yd"ng·. 'sesl.lai . 

· dengan living law karena merupakan innder order dari masyanika.t serta 
mencerminkan nlai-nilai yang hidup di dalamnya.132 .Dalam kaitan iru; 
seandainya hendak dilakukan perubahan · hukum;, secara filosofis harus 
memperharikan nilai-nilai luhur dari living law agar berlaku efekclf dan 
ridakm~ndapatkan tantangan. 133 

Melihat kenyataan tersebut, sesungguhnya bila dipotret dengan 
· teori three elements law .rystem Friedman, terutama legal substam:e, bahwa; 
".; .substansi adalah aturan, norma, dan pola perilah.'U nyata manusia yang 
berada dalam sistem itu". 134 Legal substansi juga mencakup living law 
(hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yartg ada dalain. kitab 
undang-undang atau law in books.135 Pada .intinya, legal .substance adalah 

. mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun ti.dak tertulis, 
termasuk putusan pengadilan. Tepatnya, hukum yang berhentuk. in­
concreto. a tau kaidah hukum individual, maupun hukum in~abstracto a tim 
kaidah hukum umum.136 

·• 

Berdasarkan teori terse but, hukum yang bisa dijadikan .· sebagai 
landasan pertimbangan hakim dalam inemutuskan perkara, tidak hanya · 

· ·terbatas pada hukum positif, yakni UU a tau law in books semata:, tapi juga 
hukum yang sudah lama dilaksanakan secara penuh .oleh .~asyarakat 
(living law) termasuk juga hukum yang berada pada ·kitab-kitab fiqh .baik 
yangsudah dikodifikasikan maupun yang belum. Akan tetapi, mengingat 
. Indonesia adalah negara hukurn dengan anutan . · syste?l Eropa 
Kontinental, seperti diungkapkan Abdul Manari sebelumriya, ·.' maka 

,berlaku teori legisme/ legistik, yakni ada Undang-undang ada hukum dan 
ada hukum ada Undang-undang. Dalam arti, seriap segala ·seuatu yang 
·berkaitan dengan aturan, jika hendak dikatakan hukum 'maka harus' 
diwbjudkan dalam bentuk UU atau peraturan lainnya yarig :bersifat 

. '£ 137 . . posiU. , 
!<arena itu, idealnya hukum materiil bagi PA adalah .hukum yang 

sudah berbentuk undang-undang. Sehingga, kuat dan mandirinya status 
·dan, kedudukan PA, juga diimbangi dan dibarengi dengan" kuat dan 
kokohnya status hukum materiilnya. Hal ini agar ada keseimbangan 

· antara status dan kedudukan (legal structure) -dengan kewen~ngan serta · 
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hukum materiil (legal substance) untuk dipergunakan di dalam memutuskan 
perkara yang menjadi kewenangannya. 

Namun demikian, meskipun hukum materiil untuk beberapa 
kewenangan PA ini belum kuat st;1tusnya, tetapi karena yang menjadi 
kewenangannya secara sosiologis dan kultural merupakan sesuatu yang 
tumbuh, berkembang, dan dilaksanakan oleh masyarakat, maka 
masyarakat tidak pernah mempersoalkannya. Termasuk juga isi/substansi 
yang terdapat dalam KHI. Karena itu, ketundukan dan penundukan 
masyarakat terhadap KHI tersebut, selaras dengan teori Van den Berg, 
yakni meptio in complexu.138 Ia menyatakan bahwa " ... hukum mengikuti 
agama yang dianut oleh seseorang. Kalau orangnya beragama Islam, 
maka hukum Islamlah yang berlak~ baginya. Menurutnya, orang Islam 
yang , ada di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam 
keseluruhannya.139 

Penutup 
Di era reformasi, P A sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, 

secara konstitusional posisinya sudah semakin kuat. Ia, tidak hanya diakui 
dalam konstitusi UUD 1945, akan tetapi juga diakui penuh dalam UU 
No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui UU tersebut, 
P A ditempatkan pada tempat yang pas secara hukum, yakni berada satu 
atap di bawah MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. 
Meskipun pengalihan dari posisi sebelumnya di Depag menuai prates; 
pro dan kontra, namun akhirnya PA tetap disatu atapkan bersama badan 
peradilan lainnya di bawah MA, dengan tetap memperhatikan Depag dan 
Majelis Ulama Indonesia dalam hal pembinaannya. 

Tidak hanya status dan kedudukan yang telah mengalarni 
perubahan, kewenangannya pun sudah mengalarni keberanjakan, tidak 
lagi menangani persoalan ahwal ai-Syakhsryah (hukum keluarga), tapi 
sudah berwenang menyelesaikan -terutama-- persoalan ekonomi syariah. 
Hal ini seperti ditunjuk oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA. Namun, untuk hukum 
materiilnya tidak mengalami perubahan dan keberanjakan yang cukup 
berarti. Meski demikian, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 
umat Islam Indonesia, PA posisi, status, dan kedudukannya sudah 
semakin kuat dan kokoh. Kuat dan kokohnya status PA di Indonesia, 
ternyata disebabkan olep karena desakan faktor kultur masyarakat 
muslim Indonesia daripada rekayasa dan upaya pihak struktural. 
Kalaupun ada usaha dari pihak struktural, hal itu lebih bersifat politis 
akomodatif penguasa terhadap sesuatu yang telah menjadi tradisi dan 
perilaku masyarakat. 

Atas dasar ini maka, penulis merumuskannya dalam sebuah teori 
baru yang disebut dengan cultural existence theory sebagai teori temuan. 
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Yakni; "Kokohnya keberadaan (existena) PA lebih disebabkan karena 
dorongan sosial dan budaya (cultura~". Dalam pengertian luas, secara 
kultural, PA merupakan sui generis bagi umat Islam Indonesia. Ia ada 
(exist) karena terkait dan/ a tau dipengaruhi oleh kultur/budaya 
masyarakat muslim Indonesia. Sepanjang masyarakat muslim Indonesia 
ada; patuh dan taat, serta tunduk menjalankan ajaran agamannya dalam 
kehidupan sehari-hari, sepanjang itu pula PA akan tetap ada (exist), 
meskipun seandainya pihak penguasa berusaha menghapuskan P A baik 
secara politis maupun hukum melalui pera.turan perundang-undangan, 
namun PA akan tetap ada (exist), yakni dalam bentuk quasi peradilan. 

Teori tersebut didasarkan pada beberapa argument pendukung, 
yakni; · 

Pertama, sebelum dan sampai pada masa kemerdekaan, eksistensi 
PA seri11g mengalami abuse of authoriry dari penguasa; baik status dan 
kedudukan maupun kewenangannya. Puncaknya adalah pada tahun 1948, 
ketika PA dihilangkan secara konstitusional melalui UU No. 19 Tahun 
1948, dimana yang diakui hanya Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha 
Negara, dan Peradilan Ketentaraan. !<arena mendapatkan prates keras 
dari umat Islam Indonesia --mengingat UU tersebut tidak sesuai dengan 
kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia sebagai entitas yang 
tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan-­
akhirnya UU tersebut mati sebelum diberlakukan. Kenyataan ini 
membuktikan bahwa, upaya penghapusan PA oleh struktur penguasa 
secara politis dan konstitusional tidak berhasil, mengingat dorongan 
sosiologis masyarakat muslim Indonesia agar P A tetap eksis, jauh lebih 
kuat. 

Kedua, pada awal proses pengalihan PA dari Depag berada satu 
atap di bawah MA atas perintah UU No. 35 tahun 1999, terjadi reaksi 
keras dalam bentuk penolakan dari umat Islam Indonesia. Bahkan ada 
yang menyatakan bahwa PA tidak akan disatu atapkan sampai kiamat. 
Penolakan tersebut dikhawatirkan fungsi PA sebagai pranata sosial 
hukum Islam akan hilang, mengingat proses pembinaannya secara 
langsung tidak akan melibatkan umat Islam, serta akan hilang hubungan 
dan akar historis dengan umat Islam secara keseluruhan -yang 
direpresentasikan melalui . Depag. Makna sebaliknya dari kenyataan ini 
adalah, dialihkan saja pembinaannya dari Depag ke MA sudah 
mendapatkan protes keras, apalagi kalau sampai PA dihapuskan. Padahal, 
pengalihan tersebut merupakan perintah UU dan sesuai dengan teori­
teori hukum dan ketatanegaraan modern yang ada. Termasuk, begitu 
kuatnya faktor sosiologis, menjadikan PA tetap melibatkan MUI dan 
Depag -representasi dari umat Islam Indonesia-dalam proses 
pembinaannya, dan ini secara konstitusional diakui dalam UU No. 4 
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Tahun 2004, walaupun secara teoritis bertentangan dengan teori 
separation of power. 

Ketiga, adanya kewenangan P A baik lama maupun baru semng 
dengan diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006, yakni; ekonomi syariah, 
zakat, infaq, dan pengangkatan anak, serta penetapan basil istbat/ ruyah 
hila/. Munculnya kewenangan tersebut prakarsa awalnya bukan dilahirkan 
dari kebijakan penguasa terkait, melainkan lebih disebabkan karena 
bidang-bidang hukum tersebut secara sosiologis sudah menjadi praktek 
keseharian umat Islam, yang penyelesaian sengketanya memerlukan 
mekanisme peradilan. Inilah yang menjadi alasan utama ketika DPR 
memasukan kewenangan penyelesaian sengketa bidang ekonomi syariah 
ke PA sebagaimana disebut pada UU No. 3 Tahun 2006. Bahkan 
sesungguhnya, P A seharusnya berwenang menyelesaikan seluruh 
permasalahan yang menyangkut umat Islam, tidak hanya terbatas pada 
kewenangan tersebut, termasuk juga menyelesaikan perkara pidana. 

Kemtpat, masih banyak hukum materiil yang dipergunakan sebagai 
pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan perkaranya tidak dalam 
bentuk undang-undang a tau . peraturan lainnya, termasuk Kompilasi 
Hukum Islam. Akibatnya, hakim di Pengadilan Agama harus berijtihad 
untuk mengambil hukum-hukum yang hidup di masyarakat (living law) 
termasuk juga dari kitab-kitab fiqh. Akan tetapi sejauh ini, masyarakat 
pencari . keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama tidak banyak 
melakukan protes atau mempertanyakan keabsahimnya, bahkan 
Limumnya mereka menerima dan merasa telah mendapatkan rasa 
keadilan sesuai yang diinginkan. Padahal, bagi negara dengan sistem 
hukum Eropa Kontinental, hukum positif dalam bentuk undang-undang 
atau bentuk peraturan lainnya merupakan sebuah keniscayaan. 
Mengingat, ada atau tidaknya hukYm tergantung pada ada atau tidaknya 
undang-undang (legistik), melanggar hukum atau tidak, indikatomya 
adalah melanggar atau tidak atas undang-undang. 

Kelima, dalam perspektif normatif, eksistensi P A bila diurut akar 
tunggangnya sampai pada preseden peradilan (qddha) yang dipraktekan 
sejak masa Rasulullah. S.A.W., karena itu, kehadiran peradilan (Agama) 
dalam sebuah komunitas masyarakat (muslim) merupakan norma dan 
ajaran agama (sunatulldh). Dia ada paralel dan berbanding lurus dengan 
adanya komunitas masyarakat (muslim). Eksistensi dalam bentuk formal 
atau in-formal bukan menjadi halangan bagi peradilan (Agama) untuk 
tetap ada (eksis) di tengah-tengah masyarakat. 

Adanya teori t-ultural existent'e theory beserta beberapa argumen 
penguatnya, berarti teori riga elemen sistem hukum (three elements law 

· !]Stem) sebagaimana dikemukakan Lawrence Meier Friedman, yang 
mengatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada 
ketiga elemen sistem hukum, yakni; legal strudure, legal substant'e, dan legal 
ALQALAM 62 Vol. 26 No. 1 Qanuari-April 2009) 



·culture, tidak berlaku penuh, mengingat hanya legal cult11re yang 
beipengaruh terhadap perubahan P A dan beberapa aspeknya di era 

. reformasi. 
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